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HARTA BERSAMA MENURUT PASAL 124 DAN 125 KUH PERDATA

A. Penyusunan KUH Perdata
1. Sgarah penyusunan KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ydikgnal
dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kddisi hukum perdata yang
disusun di Negeri Belanda. Sejak negeri ini dijajahasyarakat sudah
mengenal BW, akhirnya hingga kini BW tersebut bekengusur sebagai UU
hukum perdata nasional, meskipun UU tersebut m&erpavarisan dari
Belanda.

Sejarah menunjukkan bahwa ketika Belanda menjajadoniesia,
berlaku dua macam hukum perdata yang berbeda, uhtakgolongan yang
berbeda pula. Dua macam hukum tersebut adalah huBerdata(BW)
diberlakukan bagi Eropa, sedangkan bagi golongamiButera(lndonesia)
diberlakukan hukum adat.

Pada tahun 1838 BW, resmi disahkan di Belanda. AyeaBW dibuat
untuk keperluan rakyat Belanda sendiri, kemudiangganaannya diperluas
termasuk untuk orang-orang yang dipersamakan denganreka yaitu
penduduk jajahan Hindia Belanda. Tujuannya tak daalah untuk melindungi

warganya, juga untuk memudahkan mengatur daeraifigjanyz’

! http://sagalanet.blogspot.com, dikutip pada 23 2889 01:03:01 GMT.

2 7. Ansori Ahmadi, S.HSejarah Dan Kedudukan BW di Indonesiakarta: Rajawali, 1986,
him:2

® |bid, him. 8
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Pembentukan hukum perdata di Belanda dirancarig salatu panitia
yang dibentuk tahun 1814 dan diketuai oleh MR. J.Kmper. Pada tahun
1816 Kemper berencana menyampaikan rancangan higkaebut yang diberi
nama ontwerp kemperkepada pemerintah Belanda. Namun rencana ini
mendapat tantangan keras dari P. Th. Nicolai yareggupakan anggota
parlemen dari kebangsaan Belgia.

Tahun 1824 J. M. Kemper meninggal dunia, selanpujpgnyusunan
kodifikasi hukum perdata ini diserahkan kepada Micd?ergantian tersebut
membawa dampak signifikan terhadap perubahan dandaenyusunan, pada
mulanya penyusunan hukum perdata merujuk pada -dasar hukum
kebiasaan/kuno, tetapi dalam perkembangannya rganahukum tersebut
menginduk pada prinsigode civil perancis dimanacode civil ini juga
meresepsi dari hukum Romawi.

Bisa dikatakan hukum perdata Belanda merupakannggoudari
hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dengagie civil perancié Dari
sini kita dapat melihat bahwa penyusunan BW samga¢ngaruhi oleh
hukum Perdata Prancisqde Napoleon sementar&ode Napoleorsendiri
disusun berdasarkan hukum Roma@igus Juris Civili$ yang pada waktu
itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurnirda, kodifikasi
BW selesai pada 5 Juli 1830, namun baru diberlakukaNegeri Belanda

pada 1 Oktober 1838.

* Salim HS Pengantar Hukum Perdata Tertulizakarta: Sinar Grafika, 2003, him. 12
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2. ProsesPemberlakuan BW di Indonesia

Berlakunya BW tersebut hingga saat ini didasarkdas aasas
konkordansi, artinya hukum hanya berlaku di tana&kab jajahan Hindia
Belanda, dan ketentuan hukumnya sama seperti ydgglakuan di negara
Belanda> Disamping itu, yang menjadi dasar hukum berlakuBysl untuk
kewarganegaraan Indonesia pasca kemerdekaan agalsdd 11 Aturan
Peralihan UUD 1945, yang berbunyiSégala badan negara dan peraturan
yang ada masih langsung berlaku selama belum dedglang baru menurut
UUD ini.” Tujuannya untuk mencegah kekosongan hukaahtvakuum di
bidang hukum perdafakemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Perabrint
No. 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945. Dan diiRasal 192 Konstitusi
RIS, dan Pasal 142 UUDS 1950. Hingga sekarangnsistukum kolonial
masih berlaku. Karena BW ini mendapat legitimaglatui pasal 1l Aturan
Peralihan, ketentuan ini diadakan untuk mengisokekgan hukum, juga dalam
rangka penyelarasian dan adaptasi yang disesudémyan cita-cita pancasila.

Berdasarkan ketentuan pasal 163 IS, bahwa berlakiB di
Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dabagolongan:

a. Golongan Eropa
Yang termasuk golongan ini adalah, orang-orang &ropmng-orang yang

berasal dari Eropa dan orang-orang Jepang.

® Salim HS,0p. cit him. 12

® Ibid, him. 13

" Rachmadi UsmarPerkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah Paitik
Hukum Di Indonesialakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, him. 238



41

b. Golongan Timur Asing
Golongan ini terdiri atas:
- Golongan Tiong Hoa
Sejak tahun 1919 golongan ini hampir dikenakanrahliketentuan
BW. Perlakuan ini didasarkan pada hubungan perdmgarsehingga
jika suatu saat terjadi sengketa, maka dapat disi&en dengan BW.
- Golongan bukan Tiong Hoa
Golongan ini terdiri dari: Arab, India dan Pakistdasntuk golongan
mereka berlaku sebagian dari BW yang pada pokokingaya
mengenai hukum harta kekayaan.
- Golongan Bumiputera(Indonesia Asli)
Yang termasuk didalamnya adalah orang asli Indangsig beragama
Kristen, berdasarkan pasa 131 I1S(yang berasakdR&atama) ayat 4
yang diperkuat oleh S 1917-12, maka golongan Butarpudan
golongan Timur Asing dengan kemauan sendiri(suda) rdapat
menundukkan diri kepada BW baik sebagian maupueliresan’
Terkait pasal-pasal tentang persatuan harta kekayesurut undang-
undang dan pengurusannya dalam KUH Perdata terggmBlof. R. Subekti,
S.H, disebutkan berlaku bagi golongan Tiong Hoa) tidak berlaku bagi
golongan Timur Asing, lain dari pada Tiong Hoa.
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan bangkamhperdata
juga mengalami beberapa perubahan, dari ke empat dmiam BW tersebut

belum ada yang dicabut total, namun beberapa balgigatakan tidak berlaku

8 Asis SafioedinBeberapa Hal Tentang Bugerlike WetboBandung: Alumni, 1982. Him. 25



42

lagi, karena sudah diganti dengan undang-undang B&perti dalam buku Il
tentang hipotek diganti dengan UU No. 4 tahun 1@98ang hak tanggungan
atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan rde¢agah, juga hukum
perkawinan yang diatur dalam buku | dicabut dengédhNo. 1 tahun 1974
tentang perkawinan dan berbagai peraturan pela#saya’

Pada tahun 1974 terjadi perubahan yang fundameyddl) pasca
lahirnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.l1 tabh@n4. Undang-Udang
perkawinan ini memuat kaidah-kaidah yang berhubordgngan perkawinan
dalam garis besar secara pokok yang selanjutnya diimdaklanjuti dalam
berbagai aturan pelaksanaannya. Apa yang diatamd&lU ini terbatas pada
soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukuasing-masing agamanya
atau kepercayaannya itf.

Dalam pasal 66 dan penjelasan pasal 2, ketentuantkean yang
diatur dalam BW, ordonansi perkawinan Indonesia st€n, peraturan
perkawinan campuran dan peraturan-peraturan laimg yaengatur hukum
perkawinan dinyatakan tidak berlaku I1abi.

Disebutkan dalam pasal 67, bahwa undang-undangutai berlaku
pada tanggal diundangkan, dan pelaksanaannya seeétid diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah. Atas dasar ini, gekalJUP sudah diundangkan
pada 2 Januari 1974, tetapi ia baru bisa dilaksanadesudah dibuat dan

diundangkannya peraturan pelaksanaannya. Akhirpgala 1 April 1975

° Salim HS,0p. cit HIm. 4

19 Abdurrahmankompilasi Hukum Islam Di Indonesidakarta:CV. Akademika Pressindo,
1995, him.264

" bid, him. 267
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pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah N@mhon 1975, tentang
pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BW sebagai undang-undang perdata nasional pengguwyeaaempat
dianggap sebagai dokumen, melalui Surat Edaran &ahk Agung (SEMA)
No. 3 tahun 1961 yang ditujukan kepada seluruhrhakiingkungan peradilan.
Eksistensi surat edaran tersebut sangat kontralersarena tidak sejalan
dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturaeripéeh (PP) No. 2
tahun 1945, PP tersebut menyatakan masih tetamkbesta hukum dan
perundang-undangan kolonial, dengan syarat selafuanbdiadakan undang-
undang yang baru dan tidak bertentangan dengan ngrAdadang Dasar

1945

B. Harta Bersama Menurut KUH Perdata (BW)
I. Konsep harta bersama menurut KUH Perdata (BW)

Akibat perkawinan terhadap suami-istri adalah timpa hubungan
hukum antara suami dan istri, yang muncul dari hghn keluarga, begitu juga
dengan harta kekayaannya. Pasca akad nikah se¢oaratis pasangan tersebut
telah menyatukan diri dalam satu ikatan lahir maupathin. Begitu juga
mengenai keberadaan hartanya, maka berdasarkdrlp@sBW, berlaku harta
persatuan secara bulat. Disini perkawinan dipandasepagai suatu
perkumpulanéchtvereniginy™

“Mulai saat terjadi perkawinana dilangsungkan, deimikum berlakulah
persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan, isekadar mengenai itu

12 Rahmadi Usmargp. cit him. 241
2 bid, him. 37
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dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuann.laPersatuan itu
sepanjang hal itu tidak ditentukan lain dalam peifjan perkawianarf

Hal ini dapat diartikan bahwa, semenjak dilangsamgkerkawinan
maka terjadilah peleburan harta suami maupun Béleburan itu terikat dalam
naungan keluarga, dan sejak saat itu pula kekayaamenjadi milik bersama.
Persatuan bulat dimaksud disini adalah, suami-tgtak perlu mengadakan
perbuatan atau tindakan formalitas tertentu untekyatakan persatuan harta.
Karena dengan menikah otomatis terjadi persatuga dan harta ini tidak bisa
ditentukan atau dibatasi jangka waktunya, karefentgasal 147 ayat 2 jo 149
BW, vyaitu asas, bahwa selama berlangsungnya perkawbentuk harta
bersama tidak dapat diubah.

Pada pasal 120 BW menyatakan bahwa yang termasta bexsama
meliputi harta kekayaan suami dan istri, baik bexgenaupun tidak bergerak,
baik yang sekarang maupun yang akan datang, jugg d#lgeroleh secara
cuma-cuma, kecuali warisan dan hilfahKarena itu, segala yang terkait
pendapatan baik untung maupun rugi sepanjang per&awnerupakan kondisi
yang harus ditanggung dalam harta persatuan, takmdislalamnya adalah
modal dan bunga.

Persatuan harta bulat antara suami dan istri msifaé tetap sepanjang
perkawinan, suami-istri tidak boleh mengadakan Ipenan meskipun atas

persetujuan suami-istri. Dan untuk menjaga prinsigsebut undang-undang

4. satrioHukum Harta PerkawinarBandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1991, him. 39
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memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat mahigd asas tersebut.
Yaitu®:
a. Antara suami dan istri tidak diperkanankan mengadgberjanjian jual-
beli (pasal 147 BW).
b. Suami-istri tidak boleh saling hibah-menghibahisgdel678 BW).
c. Antara suami-istri tidak boleh mengadakan tukarumken (pasal 1540 jo
1467 BW).
d. Antara suami-istri tidak boleh mengadakan perjanparburuhan (pasal
1601 BW).

BW memberi perlindungan yang jelas tentang persatharta
kekayaan ini. Karena itu, kedudukan harta bersamiarbdah harta milik suami,
sekalipun ia sebagai pengurusnya. Juga bukan milik tetapi milik suami
dan istri atas keseluruhannya. Disini nampak addmmemilikkan bersama
(mede-eigendom/condominiyndimana ada lebih dari seorang mempunyai hak
milik atas benda yang sama. Dalam hal ini adalahilpgan bersama yang
terikat @ebondenmedeeigendprKetika itu sudah terjadi, maka ada beberapa
ketentuan yang terik&t

a. Orang tidak dapat menyatakan besarnya andil daéamiligkan bersama.
b. Masing-masing mempunyai hak atas keseluruhan dengargakui hak
kawan (partner) -pemiliknya atas bagian yang saesarnnya. Karena itu

disini tidak mengenal andil suami atau istri.

15, satrtiopp. cit him. 52
'®bid, him. 53
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c. Disini persatuan harta berbeda dengan pemilikkasabea yang bebas,
atau yang disebuwtrije mede eigendoiiinak milik bersama yang bebas).
Dengan demikian yang dinamakan harta persatuaatatharta milik
suami-istri bersama-sama, yang terbentuk sebagdiatakiari perkawinan
mereka, meliputi harta bergerak maupun tak bergdraik yang dibawa oleh
suami-istri ke dalam perkawinan mereka dan yangerdlph sepanjang
perkawinan dan hasil dari pendapatan mereka sepapgrkawinan, dikurangi
hutang-hutang yang dibuat suami-istri sebelum peirlen dan hutang-hutang
persatuan yang dibuat oleh mereka sepanjang peréawiselama tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

C. Konsep Pengurusan Harta Bersama Menurut KUH Perdata

Pada prinsipnya, segala ketentuan mengenai hatkavgean suami-istri
disini bertujuan untuk memetakan hak-hak suamiigsi@natas harta mereka, dan
untuk menentukan tanggungjawab (keuangan) merakalbagan mereka sendiri
maupun dengan pihak ketiga. Meskipun harta pemnsaergatat atas nama istri
atau suami saja, namun hal ini tidak mengurandustharta yang bersangktan
sebagai bagian dari harta bersama, bukan hartadpriBpalagi dalam persatuan
harta secara bulat, pada prinsipnya tidak dikedahga harta pribadt’
I. Konsep pengurusan

1). Bentuk pengurusan
Semua ketentuan tentang harta bersama dalam pegkawada

dasarnya untuk menentukan hak-hak suami dan tasitearta mereka dan

7). Satriopp. cit him. 57
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untuk menentukan tanggungjawab, baik antara memskadiri atau
terhadap pihak ketiga. Maka harus dibedakan atitadakan mengurus
(beheejy dan memutus beschikkep Yang dimaksudbeheer adalah
tindakan mengurus atau mengelola barang-barang (aaruh dibawah
behee), mulai dari mengusahakan agar memberikah HaSkedangkan
beschikkingadalah tindakan menguangkan modalnya dengan tujoiak
mengkonsumsi  hasilnya. Misalnya: menjual, membebadan
memindahtangankan.
2). Hak mengurus harta bersama

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa peri@wmenurut
BW menganut asasmaritale macht yaitu perkawinan yang
mengakibatkan kekuasaan suami lebih tinggi dibanditri dalam rumah
tangga. Asasmaritale macth tersebut turut mempengaruhi terhadap
pengelolaan harta bersama. Menurut pasal 124 BW.
"Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan peasatda boleh
menjual, memindahtangankan dan membebaninya catapgan si istri,
kecuali dalam ayat ketiga pada pasal 140
Pasal berikutnya, pasal 125 BW,
"Apabila suami berada dalam keadaan tak hadir, agaun dalam
ketakmampuan untuk menyatakan kehendaknya, daak&@nddengan
segera dibutuhkannya, maka bolehlah si istri merabebatau
memindahtangankan barang-barang persatuan, setdikhasakan oleh
pengadilan negeri untuk itu*®

Pasal-pasal tersebut menyatakan jelas bahwa id&k terhak

mencampuri urusan suami dalam hal pemakaian dagefmaan harta

183, Satriopp. cit him.56
19R. Subekti, R. Tjitrosudibiditab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdjkarta:
Pradnya Paramita, 1999, him. 30
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bersama. Sang suami mempunyai hak lebih terkaiggdelan harta
bersama termasuk perbuatan-perbuatan yang sifatnyamutus
(beschikeptanpa bantuan, bahkan tanpa sepengetahuareistigin.

Berdasarkan pasal 124 BW juga menetapkan suardirsgang
harus mengurus harta persatuan. Pada pasal terbebeefmengurus)
mempunyai arti yang sangat luas, kenyataan sugmerlmblehkan untuk
memindahtangankan, itu artinya suami bisa melakuiagiakan yang
sifatnya memutusbgschikkingg Bahkan sang suami juga diperbolehkan
untuk mengelola harta istri. Dan suami juga tidakmidtai
pertangungjawaban kepada istri atas pengurusaa ersama.

Disini BW memberikan wewenang lebih kepada suarbiagai
kepala rumah tangga, sehingga seluruh kebutuhamargal berada dalam
naungan dan tanggungjawab suami. Termasuk dalargunenkekayaan
mereka, disamping itu, suami juga berhak untuk memykekayaan si
istri, menentukan tempat kediaman bersama, melakk&kuasaan orang
tua dan selanjutnya memberikan bantuaijstand kepada si istri dalam
hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kekuasaami ini disebut
maritale macht(dari bahasa perancisiari.suami), dimana kekuasaan
suami lebih tinggi dibanding istri. Bahkan perempyang telah kawin,
dalam BW dianggap tidak cakap untuk bertindak sendii dalam
hukum?°

Ketidakcakapan seorang istri itu, di dalam hukuntjgpgian

dinyatakan secara tegas (pasal 133@prang perempuan yang telah

20 subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdatdakarta: Intermasa, 1995, him. 28
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kawin dipersamakan dengan seorang yang berada dibawratele atau
seorang yang belum dewasdlereka ini dinyatakan tidak cakap hukum
untuk melakukan suatu perjanjian.

Ketidakcakapan istri hanyalah mengenai perbuataodpéan
hukum yang terletak di lapangan hukum kekayaan yamg mungkin
membawa akibat-akibat bagi kekayaan si istri itndgé Bantuan suami
tidak diperlukan apabila si istri dituntut di depaakim dalam kasus
pidana, begitu pula apabila si istri mengajukanagaig kepada suaminya
untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekataa ia sendiri
digugat suaminya untuk mendapatkan perceraian.

Mekipun akhirnya, peraturan tentang Ketidakcakapanoleh
Mahkamah Agung sudah tidak berlaku lagi, dan sutieabut olen UU
perkawinan pasal 31 ayat 1, bahwa: suami-istri mgasiasing berhak
untuk melakukan tindakan hukum.

Pembatasan terhadap kekuasaan suami hanya terpetdé
larangan memberikan benda-benda yang tak bergeshkuk atau
sebagian secara cuma-cuma kepada orang lain, keagd anak yang
lahir dari perkawinanny&?*

Istri hanya diberikan hak jika suami dalam megurada bersama
sangat buruk wanbeheéy, istri diperbolehkan untuk meminta kepada
hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan, atauu kalaami
mengobralkan kekayaan dapat dimintakamatele Selain itu istri juga

diberi hak untuk melepaskan haknya atas harta kekealpersamaf{stand

2 bid, him. 32
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doen van de gemeenschapindakan ini bertujuan untuk menghindarkan
diri dari penagihan hutang-hutang harta bersam# batang yang
dilakukan oleh suami atau oleh dirinya.

Istri dapat diberi kekuasaan oleh hakim untuk mahju
menggadaikan benda-benda harta bersama dalam hali ssedang
bepergian atau tidak mampu memberikan izinnya, Imyaakarena sakit
keras, atau gila, akan tetapi, jika suami tidak mamberikan izinnya,
dalam hal ini istri tidak dapat berbuat apa-apan Repada hakim harus
dibuktikan keperluan yang mendadak untuk menjuatibetu.

Sedangkan terkait hak mengurus, pasal 140 ayat %,BW
"Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, batmeskipun ada
gabungan harta bersama, barang-barnag tetap, sauaat pendaftaran
dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, suraésiuberharga
lainnya dan piutang yang diperoleh atas nama isétau yang selama
perkawinan dari pihak istri jatuh ke dalam hartars@ma, tidak boleh
dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tappesetujuan dari
istri."

Sedangkan pasal 140 ayat 2 berbunyi,
"Demikian pula perjanjian itu tidak boleh hak-halaryg diperuntukkan
bagi suami sebagai kepala persatuan suami istrima hal ini tidak
mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagiyd pengurusan
harta kekayaan pribadi, baik barang-barnag bergeratisamping
penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.”

Pasal ini menyebutkan adanya harta benda yangudikein dari

beschikkingsuami. Disini istri mempunyai hak untuk melakukendakan

2 Happy Susantd?embagian Harta Goni-Gini Saat Terjadi Percerajdakarta:Visimedia,
2008, him.27
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pemilikkan peschikking rechtdan benda-benda tertentu yang disebutkan
dalam pasal 14¢"
3). Pembatasan hak suami

Mengingat kekuasaan suami atas harta persatuagats&ms
sekali, meliputi darbeheerdanbeschikkingKarena itu menurut pasal 140
hak suami atas pengelolaan harta bersama dibdtasiloa hal:

o Oleh undang-undang

0 Berdasarkan perjanjian (tercantum dalam perjamerkawinan).
Pasal 124 ayat 3 menyebutkan bahwa:

“Selaku hibah antara yang masih hidup, ia tidak efipolehkan
menggunakan barang-barang persatuan baik bendadoakgmaupun tak
bergerak, untuk seluruhnya, untuk sebagian tertettw sejumlah dari
itu. Kecuali untuk menyelenggarakan kedudukan lmgk-anak dari
perkawinan mereka.”

Sedangkan ayat 4 berbunyi:

"Bahkan tak boleh ia selaku hibah menggunakan smpptbarang
bergerak yang diistimewakan, pun dalam hal itu dagé&an, bahwa hak
pakai hasil atas barang tadi tetap padanya.”

Berdasarkan dua pasal (ayat 3 dan 4) di atas, d#pak benang
merah, bahwa hak suami atas pengelolaan hartanterdéatasi dalam
dua hal:

- Hibah antara yang masih hidup, tidak dilarang perabemelalui

wasiat.

- Hibah atas barang tak bergerak, baik seluruh maspbagian.

23], Satriopp. cit him. 71
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Akan tetapi, ketentuan di atas tidak berlaku bagkayang lahir dari
perkawinan mereka.
II. Pengurusan harta pribadi
1). Pengurusan harta pribadi masing-masing
Atas harta pribadi suami sudah jelas suami sepdirg mengurus,
sedangkan harta istri, menurut pasal 105 ayat 3a8#ah suami. Disini
suami diberi hak untuk mengurus harta istri, masgkipstri juga tetap
mempunyai hakeheeratas hartanya. (pasal 194 jo 244). Hak pengurusan
(beheer) suami disini berdasarkan atas kekuasaan suamimdala
perkawinan yang dsebut dengaaritale macht*
2). Pembatasan pengurusan suami atas harta pisbadi
Kepengurusan suami atas harta istri hanya di whildgheersaja,
suami tidak diperkenankan melakukan tindakan y#atnga beschikking
(memutus). Suami tidak boleh memindahtangankan rdambebankan
tanpa pesetujuan istri (pasal 105 ayat 5 BW). peskpada prinsipnya
pasal tersebut tidak menutup kemungkinan diperlzal@tya suami untuk
melakukan tindakan yang sifatnj@schikking Terutama terhadap harta
yang bergerak berupa uang tidak menutup adanyakiambeheerdan
beschikking®
3). Tanggungjawab suami atas kepengurusan hanta ist
Pertangungjawaban seorang suami meliputi barangetsde dan

barang tak bergerak milik istri, tetapi hanya méatstoknya saja. Suami

24 Rahmadi Usmarop. cit him. 65
% . Satriopp. cit him.67
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hanya bertangungjawab kalau ia tidak melakukanakadnya dengan
baik. Suami pun dapat diminta ganti rugi atas akahanya yang
mengakibatkan istri mendapat kerugian.

Dan semua tindakan suami harus dinilai menurut &eadvaktu
tindakan tersebut dilakukan. Artinya keadaan gaatgurusan harta
bersama menjadi acuan apakah suami itu sudah beetekukan
pengurusan harta bersama atau ia bersalah ataul#déen melakukan
pengurusan. Karena itu suami dapat dimintakkanapgungjawaban
ketika berakhirnya halkeheersuami.

[ll. Pembubaran harta bersama
Berdasarkan pasal 199 BW Harta bersama berakhia jik

perkawinan itu putus:

o

Matinya salah satu pihak

O

. Perceraian
c. Perkawinan baru sang istri (setelah mendapat ainhédkim yaitu
jlka suami bepergian sampai sepuluh tahun tanpaetatilai
alamatnya)
d. Diadakan pemisahan harta kekayaan
e. Perpisahan meja dan tempat tidur
Jika harta bersama dihapuskan, maka hartanya dihegbagian
yang sama tanpa melihat asal-usul barangnya daakpsiapa. Hanya
barang-barang yang hubungannya melekat pada dibadir seperti

pakaian, perhiasan dan perkakas tukang dsb, dépatikan langsung
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kepada yang bersangkutan, dengan memperhitungkaganya dalam
pembagian.
. Hak istri melepaskan harta bersama

Pasca terjadinya pembubaran harta bersama, makaluseb
pembagian, pihak istri dapat melihat gambaran hartebut, apakalactiva
masih lebih besar dampassiv® Hal ini sangat penting mengingat ada
beberapa prinsip harta bersama, yaitu

» Harta bersama dibagi dua, masing-masing suami-isteindapat
separuhnya, begitu juga dengan hutang-hutangnya.

= |stri tetap bertanggungjawab atas hutang-hutangapen yang
dibuat olehnya, dengan tetap menerima kontribuknye dari suami

sebesar 50%.

Jika istri sudah benar-benar melepaskan hak tephbhdga bersama,
maka ia harus menerima konsekwensi dari tindakaitnyalan Akibat dari
pelepasan hak atas harta bersama faka

a.Seluruh harta bersama sekarang menjadi milik suaraimi sendiri yang
memikul kewajiban harta bersama.
b.Istri tidak menerima apa-apa dari harta persatuan

c.Istri berhak mengambil selimut dan pakaian pribgalin

%8 Happy Susanta@p. cit, him. 31
7). Satrio, SHop. cit,hlm. 129
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V. Pertanggungjawaban terhadap hutang harta bersama

Jika selama masa perkawinan ternyata diketahuiyadhatang dari
harta bersama, maka setelah harta bersama dapapulisan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan sebagai befikut
a) Masing-masing tetap bertanggungjawab dari hutang y@ah dibuatnya.
b) Suami masih dapat dituntut terkait hutang-hutamgyydibuat istri.

c) Istri dituntut separoh dari hutang yang dibuat suam
d) Setelah diadakan pembagian, tak dapat lagi dituetitit hutang yang
dibuat yang lain sebelum perkawinan.

Hutang harta persatuan merupakan semua hutangghutan
(pengeluaran) yang dibuat, baik oleh suami mauptrndtau bersama-sama,
untuk keperluan mereka bersama-sama, termasuk lkapesehari-hari.
Sedang hutang pribadi merupakan hutang-hutang geogt suami atau istri
untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan mdapapengeluaran
sehari-hari, atau pengeluaran untuk kepentingata lpaibadi mereka masing-
masing?®®

Suami terikat oleh hutang-hutang persatuan yangatlilstri dengan
harta pribadinya. Pasl 105 ayat 2 menyebutkan balami
bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam kepergurnarta pribadi istri.
Ini bisa diartikan bahwa, hutang-hutang persatugams bertanggungjawab
sepenuhnya termasuk jika hutang persatuan tersibwat oleh istri, tetapi

tidak berlaku sebaliknya.

23ubekti,op. cit 36
29, Satriopp. cit him. 75
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Prinsipnya disini, suami adalah kepala rumah tanggeka ia harus
bertanggungjawab atas hutang-hutang keperluan ruar@ga yang dibuat
istrinya apalagi yang oleh hukum dianggap dengamya.

VI. Pemisahan kekayaan

Mengingat kekuasan suami terhadap harta keluarggaséuas sekali,
maka untuk melindungi istri undang-undang membarikzerlindungan
terhadap istri tentang hak untuk mengadakan pemmsabrhadap harta
bersama, dengan tetap melangsungkan hubungan peakenya. Pemisahan
ini dapat dilakukan melalui hakim supaya diadakamigahan, pemisahan ini
dapat dilakukan dengan ketentuan;

a. Jika suami berkelakuan tidak baik, mengorbankaraya&in bersama
dan membahayakan keselamatan keluarga.

b. Jika suami melakukan pengurusan yang buwanpeheér; hingga ada
kehawatiran harta ini akan habis.

c. Jika suami mengobralkan hartanya sendiri, hinggakifeat pada istri
terhadap hilangnya tanggungan yang oleh undangagndiberikan
padanya atas kekayaan tersebut.

Akibat dari pemisahan ini, istri akan memperolemkali hak untuk
mengurus hartanya sendiri dan berhak mempergungkansegala
penghasilannya sendiri. Dan pemisahan ini, dadhdi dengan persetujuan
kedua pihak dengan meletakkan persetujuan itu pkt@anotaris®

Sedangkan pada pasal 140 BW memberi peluang keqedai-istri

untuk melakukan perjanjian pemisahan harta pemsatd@ngan catatan

$9subekti,op. cit him. 46
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perjanjian tersebut harus dibuat sebelum terjadiakad perkawinan, dan
selama perkawinan perjanjian ini tidak boleh dituba
Begitu juga dalam pasal 119 BW, secara tersiratyetautkan adanya
perjanjian perkawinan, dan posisi harta bersamhbiga dilakukan pemisahan
dengan perjanjian itu.
“Mulai saat terjadi perkawinan dilangsungkan, derhukum berlakulah
persatuan bulat antara harta kekayaan suami dam is¢ékadar mengenai itu
dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuarn.laPersatuan itu
sepanjang hal itu tidak ditentukan lain dalam peijan perkawianar?
VIl.  Pengecualian harta bersama
Pada dasarnya asas yang tersimpul dalam pasal229]121, 122
BW adalah bahwa salam suatu perkawinan hanya addada kekayaan
suami-istri. BW masih memberi kesempatan bagi sistm untuk
menyimpang dari bentuk dasar harta perkawinan darerbtersebut,
dengan ketentuan sebagai berikut
- Perkawinan dengan persatuan harta seara bulataaswami-istri,
tetapi ada harta pribadi suami/istri, yaitu yangtadg dari
hibah/warisan pihak ketiga (pasal 120)
- Perkawinan dengan persatuan harta secara bulat auami-istri
tapi beheersuami ada batasnya (140 ayat 3).
- Perkawinan dengan persatuan harta secara bulgi teda harta
pribadi istri danbeheersuami atas harta pribadi istri dibatasi (pasal

105 ayat 3).

31 bid, him. 61
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Pewaris atau penghibah bebas dan berhak untuk mhoéaen
bahwa apa yang diwariskan atau dihibahkan tidak akasuk dalam harta
bersama. Disini diatur dalam hal ada pemberian pibhk ketiga atau
warisan yang jatuh kepada suami/istri sepanjankppenan mereka.

Pada dasarnya pemberian atau warisan kepada sdlalsusami
atau istri sepanjang perkawinan masuk ke dalamahagtsama. Tapi
menurut undang-undang bisa memungkinkan terjadpsm@yimpangan.
Artinya hibah atau warisan tersebut bisa menjadi grébadi suami atau
istri dengan ketentuan si pemberi menyatakan balemsberiannya tidak
boleh dimasukkan ke dalam harta bersama.

Kebebasan pihak ketiga untuk menetapkan sebagaimana
disebutkan pada akhir pasal 120 BW, hanya diberkgpada mereka
yang memberikan harta kepada suami/istri secaraa-@uma, artinya si
pemberi tidak menuntut suatu imbalan apa-apa.

Pemberian tersebut dapat diberikan selagi perkawieasebut
berlangsung, juga dapat diberikan sebelum perkawitesebut ada,
bahkan boleh bagi si pewaris/penghibah menentukahw® harta
pemberiannya selain tidak akan masuk dalam harsaie, juga tidak
akan masuk dalam perkawinan selanjutnya (perkawikadua dan
selanjutnya). Ketentuan tersebut sudah jelas herlaktuk harta
pokoknya, sedangkan hasil dari harta hibah/warsebeit termasuk dalam

harta bersama.
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Dasar diberikannya kemungkinan peyimpangan demikidalah
bahwa si pewaris atau penghibah adalah orang yaegpomyai
wewenang sepenuhnya atas barang-barang yang akan
diwariskan/dihibahkan, karena itu ia berhak untingtapkan syarat atas
penerimaan/pemberian warisan/hibahnya.

Dengan demikian dalam suatu perkawinan dengantparsaulat,
oleh undang-undang dan berdasarkan kehendak pihaligak
dimungkinkan adanya lebih dari satu kelompok h&e&ayaan, yaitu
harta pibadi suami/isti.

Pembagian harta bersama

Pembagian harta bersama ini bagusnya dilakukamasedd dan
seimbang sesuai dengan hak suami dan hak istra yzarg paling tepat
untuk membagi harta bersama adalah dengan musyavd@rzgan cara ini
prosesnya tidak berbelit-belit, tidak memakan biaga waktu yang
banyak, juga tidak menyita perasaan kedua beladkplsca perceraian.
Suami-istri diperbolehkan untuk menggunakan medigienengah) juga
saksi, langkah ini untuk memudahkan terjadinya pakatan. Akan tetapi
jika dengan musyawarah tidak tejadi kesepakatakarpambagian harta
bersama bisa melalui pengadifén.

Pada umumnya pembagian harta bersama dibagi dua redan
antara suami dan istri, hal ini merujuk pada p&g8IBW,

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatdibagi dua
antara suami dan istri, atau antara para ahli waneereka masing-

2. Satrio, SHOp. Cit, him. 65
% Happy Susant@p. cit, him. 37
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masing, dengan tidak mempedulikan soal dari piha@nakah barnag-
barang itu diperoleh.”

Dalam BW, ahli waris dapat mewakili posisi orang {@ng turut
dalam harta bersama, disini ahli aris akan men#apdtagian dari harta
bersama si mayit. Adapun bagian masing-masing vedtis disesuaikan
dengan hukum waris yang berlaku.

IX. Harta bersama dari suami yang berpoligami

Pasal 180 BW disebutkan bahivdaiga dalam perkawinan kedua dan
berikutnya, menurut hukum adat harta benda menyblantara suami-istri,
jika dalam perjanjian perkawinan tidak diadakandaewuan lain.”

Ketentuan harta bersama juga ditemukan dalam perkawpoligami
dimana suami mempunyai istri lebih dari seorangeKtian ini tetap berlaku
jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkaan yang dibuat pasangan
suami-istri tersebut.

Ketentuan harta bersama dalam perkawinan, padaigmya ingin
melindungi secara hukum bagi perempuan, mesipumndapraktiknya
perkawinan model ini banyak menuai masalah, bagk is&ri atau pun anak-
anaknya. Begitu juga dengan pembagian harta berganauatu pekerjaan
yang tidak mudah dibanding dengan pembagian haetgdalma dalam
perkawinan monogami.

Pada dasarnya pembagian harta bersama dalam peskapoligami
tidak jauh beda dengan pembagian harta bersamavpedn monogami,

yaitu masing-masing pasangan mendapatkan sepemtuchatita bersama.
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Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinhgami ini, BW
mengaturnya dalam pasal 181, yang berbunyi:

"Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnjika ada anak dan
ketururnan dari perkawinan yang sebelumnya, suaniatri yang baru, oleh
percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabuongidak boleh
memperoleh keuntungan yang lebih besar dari padagh bagian terkecil
yang diperoleh seorang anak, atau jika anak italiaheninggal lebih dahulu,
oleh keturunanya oleh ahli waris, dengan ketentbahwa keuntungan ini
sekali-kali tidak boleh lebih besar bagian dari tabenda suami atau istri
yang kawin lagi itu.”

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligamilebih
menekankan pada nasib anak-anak yang dilahirkasapgagusnya hubungan
perkawinan. Jika ada anak atau keturunan lainrstg, yang baru karena
kebersamaan harta kekayaan, maka ia akan mendagdziggan yang lebih
besar, meskipun tidak boleh melebihi bagian yarigt# dari bagian andk

Jika anaknya sudah meninggal dunia, maka pembagida bersama
tidak boleh melebihi dari seperempat harta bers@pabila tidak ada anak,
pembagiannya didasarkan pada ketentuan sebagapadaaimumnya, dibagi
sama rata antara suami-istri yang baru dalam katvexan harta kekayaan.

Meskipun BW merupakan hukum warisan belanda, taplam
mengatur harta bersama sangat komprehensif. Matatetjadinya persatuan
hingga pembagian harta persatuan pasca putusnyandmm perkawinan.
Namun, asasmaritale macht masih kental dalam pengaturan tentang

pengelolaan harta bersama, dimana posisi istrihmdisinggap tidak cakap

dalam bertindak, terutama untuk memindahtangankesa bersama.

34 \bid, him. 42
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Padahal suami tanpa sepengetahuan istri, suamh boklakukan
tindakanbeschikker{sifatnya memutus). Bahkan suami pun boleh mengelol
harta istrinya. Istri baru dapat melakukan tindakaachikken setelah melalu

persetujuan pengadilan.



